
 

Lampiran III 

Nomor 

Tanggal 

Peraturan Daerah 

: 

: 

10 

27 Desember 2011 

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, 
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 

TAHUN ANGGARAN 2012 

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 

Urusan Pemerintahan : 1 . 21 Urusan Wajib Ketahanan Pangan 

Organisasi : 1 . 21 . 01 Kantor Ketahanan Pangan 

Sub Unit Organisasi : 1 . 21 . 01 . 01 Kantor Ketahanan Pangan 

KODE 
REKENING 

URAIAN JUMLAH 

1 2 3 

DASAR HUKUM 

4 

BELANJA  1.588.380.000,00 1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 

BELANJA TIDAK LANGSUNG  799.880.000,00 1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 . 1 

1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai  799.880.000,00 PP No. 9 Tahun 2007 

BELANJA LANGSUNG  788.500.000,00 1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 . 5 . 2 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  44.500.000,00 1.21 . 1.21.01 . 01 

 1.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 

1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai  150.000,00 

1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa  1.350.000,00 

 12.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.21 . 1.21.01 . 01 . 02 

1.21 . 1.21.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa  12.000.000,00 

 15.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.21 . 1.21.01 . 01 . 10 

1.21 . 1.21.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai  150.000,00 

1.21 . 1.21.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa  14.850.000,00 

 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.21 . 1.21.01 . 01 . 11 

1.21 . 1.21.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai  150.000,00 

1.21 . 1.21.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa  4.850.000,00 

 1.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.21 . 1.21.01 . 01 . 12 

1.21 . 1.21.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa  1.500.000,00 

 1.500.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.21 . 1.21.01 . 01 . 14 

1.21 . 1.21.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa  1.500.000,00 

 3.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 

1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa  3.000.000,00 

 5.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.21 . 1.21.01 . 01 . 17 
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1.21 . 1.21.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa  5.000.000,00 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  77.000.000,00 1.21 . 1.21.01 . 02 

 15.000.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.21 . 1.21.01 . 02 . 05 

1.21 . 1.21.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal  15.000.000,00 

 18.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.21 . 1.21.01 . 02 . 09 

1.21 . 1.21.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal  18.000.000,00 

 17.000.000,00 Pengadaan mebeleur 1.21 . 1.21.01 . 02 . 10 

1.21 . 1.21.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal  17.000.000,00 

 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.21 . 1.21.01 . 02 . 24 

1.21 . 1.21.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai  150.000,00 

1.21 . 1.21.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa  24.850.000,00 

 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.21 . 1.21.01 . 02 . 26 

1.21 . 1.21.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai  90.000,00 

1.21 . 1.21.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa  1.910.000,00 

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  7.000.000,00 1.21 . 1.21.01 . 05 

 7.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 1.21 . 1.21.01 . 05 . 01 

1.21 . 1.21.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa  7.000.000,00 

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan  10.000.000,00 1.21 . 1.21.01 . 06 

 10.000.000,00 Penyusunan renja dan lakip SKPD 1.21 . 1.21.01 . 06 . 06 

1.21 . 1.21.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai  6.682.500,00 

1.21 . 1.21.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa  3.317.500,00 

Program peningkatan ketahanan pangan ( prtanian/perkebunan )  650.000.000,00 1.21 . 1.21.01 . 15 

 50.000.000,00 Pengembangan lumbung pangan desa 1.21 . 1.21.01 . 15 . 18 

1.21 . 1.21.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai  4.697.000,00 

1.21 . 1.21.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa  9.297.000,00 

1.21 . 1.21.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal  36.006.000,00 

 25.000.000,00 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 1.21 . 1.21.01 . 15 . 22 

1.21 . 1.21.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai  9.625.000,00 

1.21 . 1.21.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa  15.375.000,00 

 25.000.000,00 Pengembangan lembaga distribusi pangan masyarakat ( LDPM ) 1.21 . 1.21.01 . 15 . 32 

1.21 . 1.21.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai  6.766.000,00 

1.21 . 1.21.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa  18.234.000,00 

 33.000.000,00 Koordinasi dewan ketahanan pangan masyarakat 1.21 . 1.21.01 . 15 . 33 
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1.21 . 1.21.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai  14.870.000,00 

1.21 . 1.21.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa  18.130.000,00 

 30.000.000,00 Pembuatan peta ketahanan dan keamanan pangan 1.21 . 1.21.01 . 15 . 34 

1.21 . 1.21.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai  14.161.000,00 

1.21 . 1.21.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa  9.392.500,00 

1.21 . 1.21.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal  6.446.500,00 

 27.000.000,00 Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan ( P2KP ) 1.21 . 1.21.01 . 15 . 46 

1.21 . 1.21.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai  15.850.000,00 

1.21 . 1.21.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa  11.150.000,00 

 460.000.000,00 Penyediaan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah 1.21 . 1.21.01 . 15 . 47 

1.21 . 1.21.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal  460.000.000,00 

SURPLUS / (DEFISIT) (1.588.380.000,00)

SLAWI, 27 Desember 2011 

WAKIL BUPATI TEGAL 

MOCH.HERY SOELISTIYAWAN,SH.M.Hum 
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